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Ibnu Safa’, Badan Kehormatan DPRD Dalam Perspektif Menjaga Martabat dan 
Kehormatan DPRD (Studi Analisis Badan Kehormatan DPRD Klaten Periode 
2009-2014). Tesis, Surakarta: Program Pasca Sarjana Magister Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret 2012. Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan 
kehormatan DPRD kendala-kendala dan upaya Badan Kehormatan sebagai alat 
kelengkapan DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai 
dengan kode etik DPRD serta model /bentuk penyelesaian alternatif terhadap 
pelanggaran kode etik pada DPRD Kabupaten Klaten.Metode pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis(normatif) 
Empiris. Lokasi penelitian di kantor DPRD Kabupaten Klaten. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu dari 
kalangan DPRD Kabupaten Klaten dan kalangan profesi hukum dan data 
sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan berupa dokumen, laporan, hasil 
penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur 
yang berkenaan dengan permasalahan atau obyek penelitian Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Badan 
Kehormatan mempunyai fungsi, kewenangan dan tugas meneliti dan memeriksa 
pelanggaran, menyampaikan pertimbangan hasil pemeriksaan sampai 
merekomendasikan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota DPR yang 
dilaporkan. Tetapi eksekusi terhadap sanksi ada pada Pimpinan DPRD. Beberapa 
hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam pelaksanaan 
menegakkan Peraturan Tata Tertib dalam kaitannya dengan Kode Etik DPRD 
Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut: 1) Kurangnya dukungan personal 
maupun institusi dari luar Badan Kehormatan; 2) Kurangnya peran dari 
masyarakat; 3) Belum adanya sanksi yang jelas berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Adapun solusi atas hambatan-hambatan tersebut, yaitu 1) 
Pemberian dukungan penuh baik dukungan personal atau institusional dari Badan 
Kehormatan; 2)  Peningkatan peran dari masyarakat; 3) Perlu segera dibentuk 
peraturan yang mengenai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan 
oleh anggota DPRD. 
 





Ibnu Safa ', Courtesy departement of DPRD in Perspective Maintaining Dignity and 
Respect Parliament (DPRD Study Analysis of the Honorary Klaten Period 2009-
2014). Thesis, Surakarta: Graduate Program Master of Law Muhammadiyah 
University Surakarta, March 2012. The research objective was to determine how the 
performance of duties and authority of Parliament honor the constraints and efforts 
as the Courtesy departement fittings Parliament in order to preserve the dignity and 
honor of Parliament in accordance with the code of ethics as well as model / forms of 
alternative resolution to the violation of code of conduct in Parliament Klaten. From 
the approach used in this study is the method of juridical approach (normative) 
Empirical. Research sites in the office of Klaten Regency. Type of data used was 
obtained directly from the primary data source is the first of the local parliament and 
the legal profession Klaten and secondary data obtained from the literature in the 
form of documents, reports, results of previous research, legislation, books and 
literature with respect to the issue or the object of research data collection techniques 
used were interviews and literature study. Techniques of data analysis in this study is 
a qualitative method. Courtesy departement  has the function, authority and duty to 
research and examine the violations, submit test results to recommend consideration 
of sanctions or rehabilitation of the members of the House of Representatives were 
reported. But the execution of sanctions is in parliament leaders. Some of the 
obstacles faced in the implementation of the Courtesy departement  enforce Rules of 
Procedure in relation to the Code Klaten Parliament are as follows: 1) Lack of 
personal support and institusion outside Courtesy department; 2)Lack of the society 
role; 3) there is no distinct sanction bassed on the law. The solutions for those 
obstructions are : 1) Giving full of support not only personal but also intstitutonal 
supports from the  Courtesy department; 2) increase the society’role; 3) Immediately 
needs to make rule concerning the sanction to violation, that is done by parliament 
member  
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